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BAB I

PENDAHULUAN
Maksud ditetapkannya Road Map Reformasi Birokrasi pada dasarnya adalah untuk memberikan arah pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Kabupaten agar berjalan secara efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi, melembaga, dan berkelanjutan.
Reformasi Birokrasi sebagai upaya untuk melakukan perbaikan kinerja birokrasi, dengan meningkatkan kualitas regulasi, meningkatkan efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas seluruh aspek penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, pada gilirannya diharapkan akan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah serta meningkatkan citra Indonesia di mata internasional. Reformasi Birokrasi mengandung kompleksitas proses perubahan, tidak hanya sekedar perubahan struktur organisasi, tetapi juga menyangkut berbagai proses penyelenggaraan pemerintahan; harmonisasi dan streamlining berbagai regulasi, perubahan pada sistem manajemen Sumber Daya Manusia yang mampu mendorong kinerja organisasi dan perubahan pada sistem pengawasan dan akuntabilitas yang mampu mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Langkah-langkah perubahan tersebut diharapkan dapat membawa dampak positif terhadap upaya peningkatan kualitas pelayanan publik serta perubahan pola pikir dan budaya kerja aparatur.
Keseluruhan aspek dimaksud saling terkait satu sama lain. Perubahan di satu aspek akan memberikan pengaruh kausal pada aspek lain. Reformasi Birokrasi membutuhkan waktu yang panjang, biaya yang tidak sedikit, serta konsistensi, kesabaran, pantang menyerah dan pengorbanan besar dari para pelakunya. 
Dengan demikian, maka pendekatan Reformasi Birokrasi yang dilakukan harus merupakan pendekatan yang sistematis, terstruktur, bertahap, dimana satu tahapan harus menghasilkan output yang memberikan dampak penguatan perubahan pada tahapan selanjutnya. 
Arah  dan  kebijakan  pelaksanaan  Reformasi  Birokrasi  secara nasional ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang  Grand  Design Reformasi  Birokrasi  2010-2025, sedangkan operasionalisasinya ditetapkan dalam Peraturan  Menteri Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan  Reformasi  Birokrasi  Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019. 

Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Kudus dilakukan dengan memperhitungkan harapan para pemangku kepentingan yang dipadukan dengan prioritas Reformasi Birokrasi Kabupaten Kudus. Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Kudus disusun dengan mengutamakan prioritas jangka pendek, jangka menengah dan capaian yang dilakukan dalam jangka waktu lima tahun ke depan Tahun 2015 - 2019. Road Map Reformasi Birokrasi tersebut bersifat dinamis, karena memberikan kemungkinan penyesuaian dengan prioritas rencana dan pelaksanaan kegiatan yang dipandang strategis pada tahun-tahun pelaksanaannya. 

Secara umum Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Kudus berisi uraian mengenai gambaran kondisi pemerintah Kabupaten Kudus saat ini, kondisi yang diharapkan dalam lima tahun mendatang, permasalahan yang dihadapi serta agenda pelaksanaan reformasi birokrasi dalam rangka mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi serta dalam rangka mewujudkan sasaran reformasi birokrasi. 
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